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ABSTRAK 
       Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (library research) dengan  
judul ‚Analisis yuridis terhadap penggunaan  surat pernyataan tanggung jawab 
mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran 
(studi pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016)‛. Skripsi ini bertujuan 
untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yaitu: 1) 
Bagaimana penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) 
sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. 2) Bagaimana 
analisis yuridis penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) 
sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran anak (studi pasal 4 
ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan 
kepemilikan akta kelahiran). 
       Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan pendekatan 
kualitatif yang dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif 
dalam menjabarkan data tentang penggunaan surat pernyataan tanggung jawab 
mutlak sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. 
Selanjutkanya data tersebut diolah dengan cara editing, organizing dan kemudian 
dianalisis dengan menggunakan dalil-dalil yang bekaitan dengan teknik deskriptif 
kualitatif. 
       Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan SPTJM sebagai 
pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran adalah sebuah inovasi 
terbaru dalam pembuatan akta orang dewasa. Syaratnya, apabila data perkawinan 
yang ada dalam KK menunjukkan sebagai pasangan suami isteri, hal ini sesuai 
dengan pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan 
peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Secara yuridis adanya 
peraturan Permendagri No. 9 Tahun 2016 ini tidak bertolak belakang dengan 
adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
Pasal 5 ayat (1) KHI, pasal 2 ayat (1) PMA No. 19 Tahun 2018. Hal ini 
dikarenakan akta kelahiran yang dalam proses pembuatannya menggunakan 
SPTJM sebagai pengganti akta nikah, akan menghasilkan akta kelahiran yang 
terdapat tambahan frasa ‚yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan 
perundang-undangan‛. Tambahan frasa tersebut berpengaruh dengan hubungan 
keperdataan antara ayah kandung dengan anak dan ibu kandung. Walaupun nama 
ayah tercantum di dalam akta kelahiran, namun secara nasab, nafkah dan 
warisan, anak dan ayah kandung tidak memiliki hubungan keperdataan, anak 
hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu kandung.  
       Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka untuk masyarakat sebaikanya tetap 
melakukan pernikahan yang dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, meskipun dalam proses pembuatan akta kelahiran bisa dilakukan 
tanpa menggunakan akta nikah. Hal tersebut dikarenakan akan ada banyak hal 
yang dapat merugikan anak dan isteri apabila peristiwa tersebut terjadi. Untuk 
instansi pencatat akta kelahiran, sebaiknya lebih intensif dan teliti dalam 
melayani masyarakat yang akan membuat akta kelahiran, terlebih pembuatan 
akta kelahiran dewasa (orang tua).  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
       Allah tidak berkehandak menjadikan manusia seperti makhluk-
makhluk lainnya, yang naluri seksualnya dibiarkan tanpa ada kontrol 
kesadaran. Hubungan antar jenis dibiarkan tanpa ada aturan. Tetapi Allah 
menetapkan suatu aturan yang sesuai, demi kemuliaan manusia. Aturan 
aturan tersebut bertujuan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan 
manusia. Allah lalu menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan 
sebagai hubungan yang agung, yang dibangun atas dasar kerelaan antar 
keduanya. Islam telah menyerukan, menganjurkan, dan memudahkan 
pernikahan yang telah ditetapkan hukum untuk mengaturnya. Tidak ada 
yang meragukan bahwa pernikahan adalah bentuk terbaik untuk 
menyalurkan naluri antara laki-laki dan perempuan.
1
  
        Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita 
kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat 
ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan 
masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis 
(suami dan istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan 
sebagai penerus. Allah telah menganjurkan kita untuk menikah. Dalam 
beberapa ayat Al-qur’an diantaranya : 
ًْاجاَكْزَأُْْمَلَْاَنْلَعَجَكَْكِلْبَػقْنِّم ًْلاُسُرْاَنْلَسْرَأْْدَقَلَكًْْةَِّّيرُذَك.....﴿٨٣﴾  
                                                          
1
 Thariq Kamal An-Nu’aimi, Psikologi Suami-Istri (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), 13.  
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“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum 
kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan 
keturunan.” (QS. Ar-Ra’d ayat 38).2 
 
Dinyatakan dalam h{adi>th riwayat Abdullah ibn Mas’ud, Rasulullah saw, 
bersabda : 
ْْ:َْمَّلَسَكِْوْيَلَعُْاللهْىلَصِْاللهُْؿوُسَرَْؿَاقْ:َْؿَاقُْوْنَعُْاللهَْيِضَرٍْدْوُعْسَمِْنْباِْنَعَْرَشْعَمَْيَ
َْءْاَبلْاُْمُكْنِمَْعَْاطَتْساِْنَمِْباَبَّشلاْْجَّكَزَػتَػيْلَػفَْتْ،َْْلَْْنَمَكِْجْرَفْلِلُْنَسْحَاَكِرَصَبِْللْ ُّضَغَاُْوَّنَِاف
َْتْسَيَْفْ ِـْوَّصلِبِِْوْيَلَعَػفْْعِطٌْءاَجِكُْوَلُْوَّنِا.ُْْمَّْػتَْفَْقَْْعَْْلْيِْو.  
Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu Anhu berkata, ‚Rasulullah 
saw bersabda, ‚Wahai generasi muda, siapa diantara kamu telah 
mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat 
menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia 
belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi 
kendali (obat).‛ (Muttafaq Alaih)3 
 
       Dari ayat dan h}adi>th di atas dijelaskan bahwa Allah sangat 
menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan dan membentuk sebuah 
keluarga. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 
28 B ayat (1) menegaskan ‚setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah‛.  Keluarga adalah 
unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri 
dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda); atau ibu dan anaknya (janda).
4
 
       Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di 
Indonesia ini bersifat pluralistik, karena adanya beraneka ragam Undang-
Undang yang mengatur tetang Perkawinan. Peraturan Perundang-undangan 
                                                          
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2006), 
115. 
3
 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan’ani, Subulus Salam Syarah B ulughul Maram, jilid 2 
(Jakarta Timur: Darus Sunnah Press , 2015),  602.  
4
 Lihat Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Pekembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga, pasal 1 ayat 6.  
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itu meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berbagai Peraturan Pelaksananya. 
Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  tidak dicantumkan 
pengertian perkawinan, namun dalam pasal 26 KUH Perdata disebutkan 
bahwa ‚Undang-Undang memandang soal perkawianan hanya dalam 
hubungan-hubungan perdata‛. Hubungan-hubungan perdata ini di 
konsepkan sebagai ikatan–ikatan yang berkaitan dengan kepentingan suami 
istri. Hubungan diantara keduanya tidak ada hubungannya dengan agama. 
       Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 
dijelaskan pengertian pernikahan adalah ‚Ikatan lahir batin antara seorang 
pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa‛.5 Pengertian ini merupakan sebuah konsep paling ringkas 
mengenai perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
       Pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk membuktikan 
bahwa seseorang telah menikah maka harus ada Akta Nikah atau akta 
perkawinan dengan cara mencatat di instansi yang berwenang. Pencatatan 
perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang 
berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor 
Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan 
                                                          
5
 Lihat pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.
6
 Tujuan 
pencatatan nikah adalah melindungi pernikahan yang dilakukan oleh 
masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan 
tersebut dan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.
7
 
       Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam memang termasuk 
ketentuan baru. Dalam Al-qur’an hal ini dapat diqiyaskan kepada 
pencatatan mudayanah (hutang piutang) yang dalam situasi tertentu 
diperintahkan untuk mencatatnya
8
, yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah 
(2) ayat 282 yakni :  
ٌْبِتاَْك ْمُكَن ْػيَّػبْبُتْكَيْلَكُْهوُبُػتْكَافْىِّمَسُّمٍْلَجَأَْلَِإٍْنْيَدِبْمُتَنياَدَتْاَذِإْْاوُنَمآَْنيِذَّلاْاَهُّػَيأَْيََْْبََْ َْاَكِْؿْدَعْلِبِْ
َّتَػيْلَكَُّْقْلْاِْوْيَلَعْيِذَّلاِْلِلْمُيْلَكْْبُتْكَيْلَػفُّْللّاُْوَمَّلَعْاَمَْك َبُتْكَيْْفَأٌْبِتاَكُْوْنِمْْسَخْبَػيَْاَكُْوََّبرَّْللّاِْق
ًْائْيَشْ.....ْ﴿٢٣٢﴾  
‚Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya.9 
 
       Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus 
dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur dan agung dan sakral 
                                                          
6
 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya  (Surabaya: UIN SA 
Press, 2014), 28. 
7
 Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 107. 
8
 Yusar,‛ Pencatatan Perkawinan sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam dan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974‛, https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatan-
perkawinan-sebuah-tinjauan-yuridis-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-no-1-tahun-
1974/,‛ 27 juli 2019‛. 
9
 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, cet 1 (Ciputat : Lentera Hati, 2000) 562. 
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lebih utama lagi untuk dicatatkan. Mencatatkan perkawinan mengandung 
kemaslahatan dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. 
Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan 
perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan disalahgunakan oleh pihak-
pihak yang melakukan perkawinan untuk kepentingan pribadi dan 
merugikan pihak lain, terutama istri dan anak-anak.
10
 
       Pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak memiliki Akta 
Nikah dikarenakan ada yang menikah sebelum adanya peraturan tentang 
Undang-Undang Perkawinan ada pula yang hanya karena sekedar lalai dan 
tak taat hukum dan terkadang orang awam menyebutkan dengan kata nikah 
dibawah tangan bahkan ada pula yang menyebutkan nikah sirri. Dengan 
adanya perkawinan maka seseorang dapat mendapatkan keturunan dan 
melanjutkan nama keluarga.
11
 
       Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat 
berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa 
depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia 
lanjut. Mengasuh anak atau mendidik anak merupakan suatu tugas yang 
harus dikerjakan oleh orang tua anak tersebut agar anak tersebut tumbuh 
dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani. Perhatian 
Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus 
mendapatkan apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih 
                                                          
10
 Ibid., 35. 
11
 Soetojo Prawirhamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia 
(Jakarta: Airlangga University Press, 1986), 28-29. 
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sensitif terhadap masalah-masalah sosial lingkungannya, sehingga 
pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi 
intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara 
wajar.
12
 
       Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum 
harus diusahakan. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi 
perlindungan anak harus ada Undang-Undang dan Peraturan 
Pelaksanaannya yang mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik 
antara yang dilindungi dan yang melindungi. Oleh karena itu kebahagiaan 
anak merupakan kebahagiaan orang tua. Orang tua sebagai orang pertama 
yang mempunyai hak dan kewajiban atas perawatan anak yang dilahirkan.  
       Menurut pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 
perkawinan menyebutkan bahwa ‚Anak sah adalah anak yang dilahirkan 
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.‛13 Maka anak yang 
dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai 
anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang langsung melekat pada 
dirinya, sebaliknya dalam pelaksanaan tentang perlindungan anak, 
permasalahan timbul mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan 
tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. 
       Anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dapat 
dikategorikan dilahirkan dari hasil nikah sirri atau tidak dicatatkan atau 
                                                          
12
 Yusar,‛ Pencatatan Perkawinan sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam...... diakses 
pada 27 Maret 2019. 
13
 Lihat pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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anak hasil hubungan luar nikah. Anak luar kawin ini meskipun predikatnya 
sama-sama anak akan tetapi kedudukan hukumnya berbeda dengan anak 
sah. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 43 ayat 1 yaitu ‚anak yang 
dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya‛. Dari ketentuan ini anak yang lahir di luar 
kawin tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ayah biologisnya.
14
 
       Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan di tengah masyarakat 
dalam kesehariannya masih tergolong sangat sulit. Banyak dikriminasi 
terhadap perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Hukum agama dan 
hukum negara melarang perbuatan orang tua mereka, dan anak-anak yang 
lahir sebagai buah dari perbuatan terlarang orang tuanya akhirnya menjadi 
korban. Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya mempunyai 
hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan dengan 
ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak 
mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan 
identitas diri anak berupa akta kelahiran, maka anak luar kawin akan 
tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya 
mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama ayahnya tidak 
tercantum.
15
 
       Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi menetapkan 
putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dalam amar putusannya menyatakan bahwa 
                                                          
14
 Lihat pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
15
 R. Youdhea S. Kumoro, ‚Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut 
KUH Perdata‛ dalam Jurnal Lex Crimen (Manado, UNSRAT, Vol VI, No.2 Maret 2019), 13. 
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pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar 1945 apabila dimaknai menghilangkan hubungan 
anak tersebut dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain maka dapat mempunyai 
hubungan keperdataan dengan ayahnya.
16
 
       Meskipun dengan adanya putusan No. 46/PUU-VIII/2010, nampaknya 
kesadaran masyarakat tentang pembuatan akta kelahiran anak ini masih 
sangat kurang. Terlebih pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang 
tidak dicatatkan atau nikah sirri. Mereka enggan untuk mencatatkan dan 
membuat akta kelahiran anaknya dengan alasan tidak mempunyai akta 
nikah. Hal ini berakibat anak hanya akan mempunyai hubungan 
keperdataan dengan ibu dan tercatat sebagai anak luar kawin. Padahal 
orang tua dari anak yang akan mencatatkan kelahirannya sudah melakukan 
pernikahan secara sah menurut hukum agama, namun belum melakukan 
pencatatan di instansi yang berwenang.  
       Dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak menyebutkan bahwa ‚hak anak adalah bagian dari hak 
asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 
keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah‛.17 
Menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang 
                                                          
16
 M. Anshary, Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional 
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 70-71. 
17
 Lihat pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomer 23 tahun 2002. 
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Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan 
bahwa : ‚setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi 
Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran‛.18 
Dengan adanya pasal-pasal tersebut berarti pembuatan akta kelahiran 
sangatlah diperlukan bahkan diwajibkan kepada setiap anak yang lahir 
demi tertibnya administrasi pemerintahan, dan juga untuk melindungi 
identitas dari anak tersebut.  
       Akta kelahiran adalah suatu akta autentik yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam 
rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum 
seseorang. Maka perlu adanya bukti-bukti yang kuat sehingga bukti itu 
dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum 
seseorang. Namun karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan 
pembuatan identitas anak berupa akta kelahiran ini, sehingga masih banyak 
anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta 
kelahiran. Sehingga secara de jure keberadaan anak-anak tersebut dianggap 
tidak ada oleh negara. Hal ini berakibat anak yang lahir tersebut tidak 
                                                          
18
 Lihat Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
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tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya tidak terlindungi 
keberadaannya.
19
 
       Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jelas menyatakan akta kelahiran 
menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. 
Jadi, tugas pemerintah dalam negara hukum itu tidak hanya melaksanakan 
Undang-Undang saja, melainkan lebih luas yaitu dengan menyelenggarakan 
kepentingan umum atau publik.  
       Dalam praktik pencatatan kelahiran harus melalui beberapa prosedur 
yang telah di tetapkan dalam instansi pelayanan yang telah mendapat 
wewenang dalam mencatat kelahiran. Dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran disebutkan bahwa 
‚persyaratan pencatatan kelahiran anak harus memenuhi persyaratan yaitu 
a). Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran b). Akta 
nikah/kutipan akta perkawinan c). KK dimana penduduk akan didaftarkan 
sebagai anggota keluarga d). KTP-el orang tua/wali/pelapor e). Paspor bagi 
WNI bukan penduduk dan orang asing.‛20 
                                                          
19
 Em Bagus Sulthonil Auliya, ‚Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang 
Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang 
(Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)‛ (Skripsi--Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018), 6.  
20
 Lihat Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran 
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       Dalam pasal ini sangat jelas dikatakan bahwasannya ketika ingin 
membuat akta kelahiran seorang anak maka dibutuhkan adanya akta nikah 
atau kutipan akta perkawinan, namun dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 4 
ayat 2 Peraturan ini menyebutkan bahwasannya ketika ada seorang 
pasangan suami istri yang ingin membuatkan Akta Kelahiran anaknya 
tetapi tidak memiliki buku atau Akta Nikah maka dapat diganti dengan 
menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran 
sebagai pasangan suami istri. Dalam hal ini jelas sangat bertentangan 
dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan 
bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan yang 
berlaku.
21
  
       Dengan demikian, terdapat sedikit kerancuan tentang prosedur dalam 
pembuatan akta kelahiran anak tanpa menggunakan akta nikah yang 
diganti dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak sebagai pasangan suami 
istri tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul, ‚Analisis Yuridis 
Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai 
Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 
ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)‛.  
  
                                                          
21
 Lihat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
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B. Identifikasi  dan Batasan Masalah 
       Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah terdapat beberapa 
masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah–masalah tersebut dapat 
diidentifikasi sebagai berikut : 
1. Kelahiran seorang anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan. 
2. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak 
dicatatkan. 
3. Prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang orang tuanya tidak 
memiliki akta nikah.  
4. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 
sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. 
5. Analisis yuridis penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta 
kelahiran (pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 
Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan 
Akta Kelahiran). 
6. Akibat perkawinan yang tidak dicatatkan. 
7. Status anak dalam akta kelahiran. 
8. Nasab anak dalam akta kelahiran. 
        Dari identifikasi tersebut perlu adanya pembatasan masalah agar 
pembahasan penelitian ini jelas dan fokus sebagai berikut : 
1. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 
sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. 
13 
 
 
2. Analisis Yuridis terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung 
Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam 
pembuatan akta kelahiran (pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan 
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran).  
C. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka ada beberapa 
rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini, antara lain : 
1. Bagaimana prosedur penggunaan Surat Penyataan Tanggung Jawab 
Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta 
kelahiran ? 
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan Surat Penyataan 
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam 
pembuatan akta kelahiran (pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan 
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran) ? 
 
D. Kajian Pustaka 
       Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang 
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
14 
 
 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian / penelitian yang telah ada.
22
 
       Penelitian penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam 
pembuatan akta kelahiran anak ini belum ada yang mengkajinya, akan 
tetapi ada beberapa skripsi terdahulu yang hampir sama mengkaji dalam 
aspek tersebut.  
       Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wati Udia  (2012). Skripsi ini 
berjudul ‚Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas 
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang‛. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya 
akta kelahiran dirasa kurang menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan masih 
banyaknya masyarakat kabupaten Jombang yang belum mempunyai akta 
kelahiran anak sah maupun anak luar kawin.  
       Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada 
pembahasannya, dalam skripsi ini hanya dijelaskan tentang alasan 
masyarakat masih enggan melakukan pembuatan Akta Kelahiran di 
wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang. 
Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembuatan Akta 
Kelahiran 
23
 
       Kedua, Marhayana (2017). Skripsi ini berjudul ‚ Pendaftaran Akta 
Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah 
                                                          
22
 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis 
Penulisan Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)  8. 
23
 Wati Udia, ‚Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Jombang‛ (Skripsi—Universitas Negeri Malang, Malang, 2011). 
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Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi di Dinas Pendaftaran 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai)‛. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa pendaftaran Akta Kelahiran anak hasil nikah tanpa 
akta nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2010 
dapat dilaksanakan dengan mudah dan nama ayah yang tercantum sebagai 
orang tua pada Akta Kelahiran anak dengan syarat pasangan suami-istri 
tersebut dapat membuktikan perkawinannya secara sah dengan cara isbat 
nikah. Dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 
administrasi kependudukan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang 
kesadaran hukum.
24
 
       Jadi perbedaan dengan penelitian ini terletak subjek yang digunakan 
yaitu pendaftaran akta kelahiran tanpa akta nikah setelah adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi No.46/PUU VIII/2010. Sedangkan persamaannya 
adalah sama-sama tentang pembuatan Akta Kelahiran anak tanpa akta 
nikah. 
       Ketiga, Em Bagus Sulthonil Auliya (2018). Skripsi ini berjudul ‚ 
Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak 
Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 
Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974). Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelayanan 
pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas 
                                                          
24
 Marhayana , ‚Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 (Studi di Dinas Pendaftaran Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Sinjai)‛ (Skripsi – Universitas Islam Negeri Aluddin Makasar, 
Makassar, 2017). 
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang berdasarkan pasal 
55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah tidak relevan dengan 
perlindungan anak karena dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan 
Penetapan asal-usul anak melalui Pengadilan, maka akan sedikit 
memperlampat proses anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai 
warga negara Indonesia.
25
 
       Jadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek yang 
digunakan yaitu tentang pembuatan Akta Kelahiran anak-anak yang tidak 
diketahui asal-usulnya di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Lumajang. Persamaannya adalah sama-sama tentang pembuatan 
akta kelahiran anak.  
 
E. Tujuan Penelitian 
       Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan diatas, maka 
dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui prosedur penggunaan Surat Pernyataan Tanggung 
Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam 
pembuatan akta Kelahiran. 
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penggunaan Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta 
nikah dalam pembuatan akta kelahiran anak menurut pasal 4 ayat 2 
                                                          
25
 Em Bagus Sulthonil Auliya, ‚Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang 
Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang 
(Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)‛ (Skripsi – Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018). 
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Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan 
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
       Adapun Kegunaan dari Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
sumbangsih yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya 
baik untuk pembaca, penulis sendiri, dan khususnya pada mahasiswa 
Fakultas Syariah dan Hukum. Secara umum, kegunaan penelitian ini dapat 
ditinjau dari dua aspek yaitu : 
1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan di bidang ilmu hukum keperdataan bagi para akademisi, 
mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya dalam 
penggunanan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan 
Akta Kelahiran menurut pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomer 9 Tahun 
2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 
Kelahiran.  
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan penyadaran 
terhadap masyarakat luas khususnya yang melakukan pernikahan yang 
tidak dicatatkan akan pentingnya pembuatan akta kelahiran anak agar 
setiap anak yang lahir mendapatkan hak-haknya sesuai yang tertera 
dalam Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia ini.  
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G. Definisi Operasional 
       Untuk memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari 
pemahaman yang menyimpang dalam skripsi ini, maka penulis perlu 
menguraikan terlebih dahulu definisi dari istilah yang digunakan dalam 
judul penelitian ini. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi 
operasional tersebut adalah : 
1. Analisis Yuridis adalah Proses penelaah atau pemecahan suatu 
permasalahan dari sudut pandang hukum yang menghasilkan 
kesimpulan-kesimpulan yang berpedoman dari Undang-Undang dan 
Peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini 
yuridis tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 
Pasal 2 ayat (1) PMA No. 19 Tahun 2018. 
2. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang 
dibuat oleh orang tua kandung / wali / pemohon dengan tanggung jawab 
penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 
(dua) orang saksi.
26
 
3. Pengganti Akta Nikah menurut pasal 4 ayat 2 Permendagri  No 9 Tahun 
2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 
Kelahiran adalah Pasal 4 ayat 2 ini menjelaskan bahwa jika dalam 
persyaratan pembuatan akta kelahiran anak berupa adanya akta 
nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan 
                                                          
26
 Lihat Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan 
Kepemilikan Akta kelahiran pasal 1 ayat 19. 
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SPTJM kebenaran sebagai suami istri, agar pembuatan akta kelahiran 
dapat terlaksana meskipun tidak adanya akta nikah. 
4. Akta Nikah / Perkawinan  adalah akta autentik pencatatan peristiwa 
perkawinan.
27
 
       Jadi yang dimaksud dengan ‚Analisis Yuridis penggunaan Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai pengganti Akta Nikah dalam 
pembuatan Akta Kelahiran (Studi pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan 
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran )‛ adalah menganalisis penggunaan 
SPTJM kebenaran sebagai suami istri yang tertera dalam pasal 4 ayat (2) 
sebagai pengganti akta nikah itu jika dihubungkan dengan Undang-Undang 
RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, 
PMA Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.  
 
H. Metode Penelitian 
       Jenis penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian (library 
research) yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata tulisan atau 
lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan 
penelitian ini bersifat kualitatif yang digunakan untuk mengungkapkan 
daya deksriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, 
dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian. 
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 Lihat PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 1 ayat 5. 
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1. Data yang di kumpulkan 
       Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sebagai 
berikut: 
1) Prosedur pencatatan perkawinan yang sesuai dengan peraturan 
yang berlaku untuk mendapatkan akta nikah/ kutipan akta 
perkawinan. 
2) Penggunaan SPTJM yang sesuai dengan Undang-Undang yang 
berlaku di Indonesia yaitu Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang 
percepatan peningkatan cakupan kepemilkan akta kelahiran anak. 
3) Latar belakang dan faktor-faktor lahirnya Permendagri No. 9 
Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan 
akta kelahiran. 
2. Bahan Hukum 
       Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
a. Bahan Hukum primer  
Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi tentang 
pengetahuan ilmiah.
28
 Bahan hukum primer adalah bahan hukum 
yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Yang dapat 
bersifat mandatory authority (meliputi peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan 
hakim) dan persuasive authority (meliputi peraturan perundang-
                                                          
28
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), 29. 
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undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal 
yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain).
29
 
Adapun dalam penelitian ini data hukum primer meliputi:  
1) Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan 
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. 
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
3) Kompilasi Hukum Islam 
4) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang 
Pencatatan Perkawinan.  
b. Data Hukum Sekunder 
       Data hukum sekunder adalah data pendukung yang memuat 
informasi tentang permaslahan yang diperoleh dari pihak lain, 
tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
30
 
Data ini berupa data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen 
yang berhubungan dengan masalah tersebut. 
Adapun  data sekunder dalam penelitian ini yaitu : 
1) Wawancara dengan Kepala Kasi Kelahiran di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang 
prosedur penggunaan SPTJM kebenaran sebagai pasangan 
suami istri.  
                                                          
29
 Dyah Octhorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2015), 52. 
30
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Menghajar, 2007), 91. 
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2) Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya 
karya Dr. Ita Musarrofa, M.Ag. 
3) Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-
Undangan di Indonesia, fikih dan Hukum Internasional karya 
Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin. 
4) Pencatatan Perkawinan & perkawianan Tidak Dicatat 
Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam karya 
Neng Djubaidah, S.H.,M.H.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Studi kepustakaan (dokumentary)  
       Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan 
‚content analysis‛.31 Studi dokumen merupakan langkah awal dari 
setiap penelitian hukum, yang berusaha mencari dan 
mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau dokumen. 
Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat 
bahan sekunder. 
b. Wawancara  
       Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 
suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab secara lisan 
dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.
32
 Wawancara 
dapat digunakan di dalam penelitian hukum sosiologis atau 
                                                          
31
 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum  (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 209. 
32
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial  (Bandung: Mandar Maju, 1990). 187. 
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empiris dengan jalan tanya jawab. Wawancara dianggap metode 
paling efektif dalam pengumpulan sumber hukum sekunder karena 
dapat bertatap muka langsung dengan responden, fakta-fakta yang 
ada pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan 
bahkan saran-saran responden. Teknik wawancara dalam 
penelitian ini digunakan untuk mengambil data bersifat bahan 
sekunder. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan oleh penulis 
kepada Kepala Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Surabaya dan beberapa petugas yang lain.  
4. Teknik Pengolahan Data 
       Untuk mensistemasikan data yang telah terkumpul dan 
mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti 
mengolah data tersebut dengan beberapa teknik. Dalam hal ini data 
yang diolah merupakan data yang diperoleh dari bebagai sumber 
kemudian dioleh dengan cara-cara sebagai berikut
33
 :  
a. Editing 
       Editing adalah pengecekan atau pengoreksian kembali data 
yang telah dikumpulkan.
34
 Editing merupakan kegiatan memeriksa 
kembali informasi yang telah diterima peneliti. Langkah-langkah 
editing ini benar-benar menuntut kejujuran intelektual dari 
peneliti dengan kata lain tidak boleh mengubah apapun dari data 
                                                          
33
 Suharsimi Arikunto, Prosedure Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: PT Rieneka 
Cipta, 2006) , 156.  
34
 Masruhan, Metodologi Penelitian... 197. 
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yang telah diperoleh.
35
 Dengan demikian peneliti akan melakukan 
pemeriksaan ulang terhadap data yang terkumpul dalam penelitian 
baik berupa wawancara maupun dalam literature yang ada.  
b. Organizing 
       Organizing yaitu suatu cara untuk mengatur dan menyusun 
bagian hingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur.
36
 
Dalam hal penelitian ini penulis menyusun dan mensistematiskan 
data-data yang diperoleh  dalam buku literatur tentang pembuatan 
Akta Kelahiran anak bagi pasangan suami istri yang tidak 
mempunyai Akta Nikah. 
5. Teknik Analisis Data 
       Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 
dapat diinformasikan ke orang lain.
37
 
       Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan 
menjelaskan data secara rinci dan sistematis yang diperoleh penulis 
dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan 
masalah yang diangkat sehingga diperoleh pendalaman yang mendalam 
dan menyeluruh. Dalam penelitian ini pertama mendiskripsikan 
                                                          
35
 Moh. Kasiram, Metodelogi Penelitian  (Malang: UIN Maliki Pers, 2010), 125. 
36
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 
edisi III, 2005), 803.  
37
 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2008), 224. 
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tentang penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 
sebagai pengganti Akta Nikah kemudian dianalisis sesuai dengan 
peraturan yang berlaku di Indonesia.  
       Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan selanjutnya adalah 
pola pikir deduktif, hal ini dikarenakan penelitian ini diawali dengan 
pembahasan yang umum terlebih dahulu baru kemudian mengerucut ke 
pembahasan yang lebih khusus. Pembahasan yang  umum terlebih 
dahulu yang bersumber dari Undang-Undang yang berkaitan dengan 
masalah pencatatan perkawinan dan prosedur pembuatan Akta 
Kelahiran, kemudian mengerucut kepembahasan yang lebih khusus 
tentang penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak sebagai 
pengganti Akta Nikah dalam pembuatan Akta Kelahiran. Selanjutnya 
adalah menarik kesimpulan dengan menghubungkan antara fakta yang 
terjadi dengan Undang-undang yang berlaku tersebut selaras atau 
bertolak belakang.  
 
I. Sistematika Pembahasan 
       Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi 
ini, penulis akan mencoba menguraikan isi pembahasannya. Adapun 
sistematika pembahasan pada skripsi yaitu : 
       Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar 
belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 
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masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 
definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.   
       Bab kedua adalah tinjauan umum tentang pencatatan perkawinan dan 
pencatatan kelahiran. Tentang pencatatan perkawinan meliputi pengertian 
pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dalam hukum positif di 
Indonesia, pencatatan perkawinan menurut hukum Islam, serta syarat dan 
rukun pernikahan. Tentang pencatatan kelahiran meliputi pengertian 
pencatatan kelahiran, prosedur pencatatan kelahiran, dan dasar hukum 
pencatatan kelahiran. 
       Bab ketiga adalah penyajian data tentang Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan 
kepemilikan akta kelahiran. Hal ini meliputi latar belakang pembentukan 
Permendagri No. 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan 
kepemilikan akta kelahiran, penggunaan SPTJM dalam pasal 4 ayat 2 
Permendagri No.9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan 
kepemilikan akta kelahiran dan dasar hukum penggunaan surat pernyataan 
tanggung jawab mutlak.   
       Bab keempat adalah analisis yuridis penggunaan Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Mutlak sebagai pengganti Akta Nikah dalam pembuatan 
Akta Kelahiran. Hal ini meliputi analisis penggunaan surat pernyataan 
tanggung jawab mutlak sebagai pengganti akta nikah dalam Permendagri 
No. 9 tahun 2016. yang berisi alasan dibolehkannya penggunaan SPTJM 
sebagai pengganti akta nikah, dan Analisis Yuridis Terhadap Penggunan 
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Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta 
nikah dalam pembuatan akta kelahiran (pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan 
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Undang-Undang Pencatatan 
Perkawinan.  
       Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN 
PENCATATAN KELAHIRAN  
A. Pencatatan Perkawinan 
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan 
       Pencatatan perkawinan adalah perbuatan administrasi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi 
yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan 
Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam) yang ditandai 
dengan penerbitan Akta Nikah atau Buku Nikah dan Kartu Nikah untuk 
kedua mempelai.
1
 
       Menurut doktrin hukum Islam klasik, perkawinan dianggap sah dan 
terjadi dengan adanya ijab (menyerahkan) yang diucapkan oleh wali dari 
pihak calon istri dan adanya kabul (menerima) yang diucapkan oleh pihak 
laki-laki dengan dihadiri saksi; dua atau satu orang muslim laki-laki dan 
dua orang muslim perempuan dan adanya mahar. Unsur-unsur tersebut 
dinamakan dengan rukun pernikahan, dan setiap rukun dari pernikahan 
ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat bagi rukun adanya ijab 
qabul adalah ijab qabul harus dilaksanakan dengan jelas, selaras, dan 
berkesinambungan.
2
 Wali yang mengucapkan ijab juga harus memenuhi 
syarat, seperti persamaan agama dan baligh. Begitu juga dengan saksi, 
                                                          
1
 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya (Surabaya: UIN SA 
Press, 2014), 28. 
2
 Abdurrahman Al- Jaziri, Al-Fiqh ala- Al Mahdzahib al- Arba’a, juz V (Beirut : Dar al-Fikr, 
1980) 12-14.  
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namun terkait dengan saksi para ulama berbeda pandangan dalam 
menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
3
 
       Tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan dalam aturan 
hukum Islam klasik ini. Perkembangan zaman dan kompleksitas 
kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan pembaruan 
terkait pernikahan, dan negara-negara Muslim menyadari bahwa kontak 
perkawinan perlu didaftarkan agar bukti dari pernikahan tersebut dapat 
disimpan dan dijadikan sandaran yang jelas.
4
 
 
2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia 
       Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencatatan 
perkawinan diatur dalam: 
1. Undang-Undang No 22 Tahun 1946 
Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa : 
1) Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya 
disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang 
diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk 
olehnya. Talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai 
Pencatat Nikah.  
 
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 
ayat (2) menyatakan : 
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
                                                          
3
 Ibid., 13-17. 
4
 Asep Saepudin Jahar dkk. Hukum Keluarga,Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan 
Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 25.  
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3. PP Nomer 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Pasal 2 
1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 
32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. 
2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu 
selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana 
dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
mengenai pencatatan perkawinan. 
3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 
berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan 
berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan 
perkawinan dilakukan sebagaimana ditetukan dalam Pasal 3 
sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 6 
1) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 
melangsungka perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat 
perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat 
halangan perkawinan menurut undang-undang. 
2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula: 
a. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon 
mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat 
kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang 
menyatakan umur dan asal-usul calon mempelaiyang 
diberikah oleh Kepala Desa atau yang setingkat itu; 
b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, 
pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon 
mempelai; 
c. Izin tertulis/ izin Pengadilan sebagaimana yang 
dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-
undang, apabila salah seorang calon mempelaiatau 
keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun; 
d. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 14 
Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah 
seorang suami yang masih mempunyai isteri; 
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e. Dispensasi Pengadilan/ Pejabat sebagaimana dimasud 
pasal 7 ayat (2) Undang-Undang; 
f. Izin kematian suami/isteri yang terdahulu atau dalam 
hal perceraian surat keterangan perceraian,bagi 
perkawianan untuk kedua kalinya tau lebih; 
g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 
HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon 
mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata; 
h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan 
Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai 
atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu 
alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang 
lain. 
Pasal 11 
1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, 
kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang 
telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. 
2) Akta Perkawinan yang telah ditandatangai oleh mempelai 
itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan 
Pegai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang 
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, 
ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. 
3) Dengan penandatanganan Akta Perkawinan, maka 
perkawinan telah tercatat secara resmi.  
 
4. Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 
Pasal 2 
1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 
beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan. 
2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala 
KUA Kecamatan. 
3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui 
tahapan: 
a. Pendaftaran kehendak perkawinan; 
b. Pengumuman kehendak perkawinan; 
c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan 
d. Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.  
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5. Kompilasi Hukum Islam. 
       Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan keharusan 
pencatatan perkawinan ini pada : 
Pasal 5 
1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 
setiap perkawinan harus dicatat. 
2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU 
No. 22 1946 jo. UU No. 32/1954. 
Pasal 6 
1) Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setiap 
perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah 
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 
2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai 
Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Pasal 7 
1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah 
yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
 
       Dalam pasal-pasal KHI menyatakan bahwa perkawinan 
dinyatakan sah apabila terdapat pegawai pencatatan pernikahan 
yang resmi sesuai dengan kewenangannya hadir dalam prosesi 
pernikahan atau jika didaftarkan. Tidak terpenuhinya 
pendaftaran perkawinan dapat berakibat pada ketidakabsahannya 
perkawinan, dan upaya hukum di pengadilan akan ditolak jika 
perkawinan tidak terdaftar secara hukum. Ini berarti,  KHI tidak 
memberikan ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, 
KHI membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas 
perkawinan menurut negara, dan dengan demikian tidak 
menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak–pihak 
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yang terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka. 
Tampak jelas, KHI tidak ingin secara jauh melenceng dari 
doktrin hukum klasik perkawinan. KHI tampaknya mengikuti 
apa yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan dalam pasal 2 
ayat (1).
5
 
       Terkait dengan masalah ini, ada beberapa kalangan yang 
menilai bahwa KHI menerapkan konsep ‚validitas ganda‛. 
Disatu sisi KHI tetap mempertahankan pendapat para ulama 
klasik, bahwa hanya syarat-syarat agama yang bisa menetapkan 
apakah akad atau kontrak perkawinan itu sah atau tidak. Disisi 
lain, KHI ingin menegaskan bahwa pencatatan merupakan 
keharusan. Dengan demikian pencatatan pernikahan tidak 
dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan sahnya 
perkawinan secara agama, tetapi ia sekedar syarat administratif.
6
 
 
6. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administasi Kependudukan.  
       Dalam Undang-undang ini diatur tentang administrasi 
kependudukan yang menyangkut tata cara dan tata laksana pencatatan 
peristiwa penting yang terdapat dalam pasal 1 angka 17 undang-
undang ini, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian 
yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, 
                                                          
5
 Asep Saepudin Jahar dkk. Hukum Keluarga,Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan 
Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 26. 
6
 Ibid., 27. 
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perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, 
pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status 
kewarganegaraan.  
       Pada pasal 1 angka 23 juga dijelaskan bahwa Kantor Urusan 
Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat dengan KUA Kec, adalah 
satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan 
rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. 
       Dari beberapa ketentuan yang menjelaskan tentang kedudukan 
pencatatan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi 
pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sangat kuat sekali. Secara 
tegas dalam PMA No. 19 Tahun 2018 pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan 
bahwa ‚Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 
beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan‛, juga dalam pasal 
6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ‚Perkawinan 
yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 
mempunyai kekuatan hukum‛.7 
 
3. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam 
       Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam memang termasuk 
ketentuan baru. Baik al-Qur’an maupun Hadis tidak menyebutkan 
secara tegas tentang keharusan pencatatan perkawinan. Perlunya 
                                                          
7
 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2).  
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dilakukan pencatatan perkawinan dalam al-Qur’an dapat dipahami 
dari Q.S al-Baqarah 2: (282) berikut ini:  
ْْػيَّػبْبُتْكَيْلَكُْهوُبُػتْكَافْىِّمَسُّمٍْلَجَأَْلَِإٍْنْيَدِبْمُتَنياَدَتْاَذِإْْاوُنَمآَْنيِذَّلاْاَهُّػَيأَْيَِْؿْدَعْلِبٌِْبِتاَْك ْمُكَن
َّْللّاِْقَّتَػيْلَكَُّْقْلْاِْوْيَلَعْيِذَّلاِْلِلْمُيْلَكْْبُتْكَيْلَػفُّْللّاُْوَمَّلَعْاَمَْك َبُتْكَيْْفَأٌْبِتاَْك َبََْ َْاَكَْاَكُْوََّبرْ
﴿ْ....ًائْيَشُْوْنِمْْسَخْبَػي٢٣٢﴾  
       ‚Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka 
hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu 
mengimlakan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya.‛8 
 
       Ayat ini memang hanya memerintahkan untuk menuliskan 
transaksi bisnis, akan tetapi tujuan atau maqasid asy syari’ dari ayat ini 
adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran-pengingkaran oleh 
pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dikemudian hari. perkawinan 
memiliki kesamaan illat dengan transaksi bisnis sebagai sebuah 
transaksi yang juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang 
terlibat.
9
 
       Menuliskan atau mencatatkan perkawinan juga bertujuan untuk 
menghindari pengingkaran yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak 
yang terlibat. Secara tidak langsung ayat tersebut tidak hanya berlaku 
                                                          
8
 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, cet 1 (Ciputat : Lentera Hati, 2000) 562. 
9
 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia..., 35. 
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untuk transaksi muamalah, tetapi semua transaksi. Cukup masuk akal 
bila dikatakan bahwa untuk transaksi bisnis saja Allah memerintahkan 
untuk menuliskan, apalagi untuk akad perkawinan yang bahkan Allah 
mengatakan sebagai perjanjian yang kuat atau misaqan ghalizan 
sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa’: 21 berikut ini:  
َْفْيََككَُْْونكُذُخَْتَْْْدَقَكْىَضْفَأْْْمُكُضْعَػبَْْلَِإٍْْضْعَػبَْْفْذَخَأَكْمُكنِمًْْاقَاثي ِّمًْْاظيِلَغْ﴿٢٢﴾  
  
‚Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 
sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 
sebagai suami istri. Dan Mereka (istri-istrimu) telah mengambil 
dari kamu perjanjian yang kuat‛.10 
 
       Kamal Mukhtar mengatakan bahwa mengqiyaskan akad nikah 
dengan akad mu’amalah dapat dikategorikan kedalam qiyas aula (qiyas 
yang utama) karena al-Qur’an sudah menyatakan bahwa akad nikah 
adalah perjanjian yang kuat. Jika dalam mu’amalah yang diakadkan 
adalah barang, dalam akad nikah yang diakadkan adalah diri sendiri 
yang diikat dengan orang lain. Akad perkawinan juga menimbulkan 
hak dan kewajiban yang lebih besar dan luas dari akad mu’amalah. Hak 
dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tidak hanya antara suami 
dan istri, tetapi juga antara suami istri dengan anak-anaknya, cucu-
cucunya juga dengan keluarganya. Tidak hanya saat suami istri hidup, 
tetapi juga saat suami istri itu meninggal dunia, seperti waris-
mewarisi, hubungan kekerabatan, mahram, dan lain sebagainya.
11
  
                                                          
10
 Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Tafsirnya, jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) 133.  
11
 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia..., 36 
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       Dalam fikih klasik juga sama sekali tidak menyinggung masalah 
pentingnya dilakukan pencatatan perkawinan untuk diwujudkan 
sebagai syarat ataupun rukun perkawinan. Ketentuan ini luput dari 
perhatian ulama klasik dimungkinkan karena beberapa sebab berikut 
ini : 
1. Adanya larangan dari Rasulullah untuk menuliskan sesuatu hal 
selain al-Qur’an karena khawatir akan tercampur dengan al-
Qur’an. Akibat dari ini budaya tulis menulis kurang begitu 
berkembang apabila dibandingan dengan budaya menghafal. 
2. Berkembangnya tradisi menghafal, maka menghafal peristiwa 
perkawinan dianggap sesuatu yang remeh karena sangat mudah 
dilakukan sehingga sama sekali tidak membutuhkan bantuan 
tuilisan. 
3. Tradisi walimatul ursy yang biasa dilakukan dianggap sebagai 
pengumuman nikah sekaligus penyaksian peristiwa pernikahan 
sehingga tidak perlu ditulis.
12
 
       Bukti otentik pada masa-masa awal kelahiran Islam memang 
belum terlalu dibutuhkan. Akan tetapi adanya kewajiban untuk 
mengumumkan pernikahan atau i’la >n an nika>h tadi menjadi spirit awal 
dilakukannya pencatatan perkawinan.  
  
                                                          
12
Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No 1 1974 sampai KHI (jakarta: Kencana, 2004), 
121.  
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4. Syarat dan Rukun Pernikahan 
       Rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam 
suatu perkawinan.
13
 Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada 
lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. 
Adapun rukun beserta syarat-syaratnya yaitu : 
1. Calon suami, syarat-syaratnya: 
a. Beragama Islam 
b. Laki-laki 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat memberikan persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan 
2. Calon istri, syarat-syaratnya: 
a. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani 
b. Perempuan 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat dimintai persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan 
3. Wali nikah, syarat-syaratnya: 
a. Laki-laki 
b. Dewasa 
c. Mempunyai hak perwalian 
d. Tidak terdapat halangan perwaliannya. 
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Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  (Surabaya UIN SA Press, 
2014), 37. 
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4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 
a. Minimal dua orang laki-laki, 
b. Hadir dalam ijab qabul 
c. Dapat mengerti maksud akad 
d. Islam 
e. Dewasa  
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya: 
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai 
c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua 
kata tersebut. 
d. Antara ijab dan qabul bersambungan. 
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 
f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram 
haji atau umrah. 
g. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang 
yaitu calon mempelai atau wakil mempelai, wali dari 
mempelai wanita dan dua orang saksi.
14
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 Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia...... 63.  
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B. Pencatatan Kelahiran 
1. Pengertian Pencatatan Kelahiran 
       Pada pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa ‚Pencatatan Sipil 
adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang 
dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana‛. Dalam pasal 
1 ayat (17) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan 
atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan dijelaskan pula bahwa ‚Peristiwa Penting adalah 
kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, 
lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, 
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status 
kewarganegaraan‛.15 Dari pejabaran diatas dapat disimpulkan bahwa 
pencatatan kelahiran adalah pencatatan peristiwa penting tentang 
kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil 
pada instansi pelaksana.  
       Produk dari Pencatatan Kelahiran adalah sebuah Akta Kelahiran. 
Akta merupakan dokumen negara yang sangat penting, karena dalam 
setiap peristiwa penting seperti kelahiran, kamatian, perkawinan, dan 
perceraian dengan adanya sebuah akta dapat membawa akibat hukum 
bagi kehidupan yang bersangkutan ataupun orang lain. Dengan adanya 
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 Lihat Pasal 1 Ayat (15) dan Ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan.  
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akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara 
mudah. Akta kelahiran adalah tanda bukti yang berisi identitas diri 
anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya, yang terdiri dari nama, 
tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan serta nama orang tua.  
       Akta menurut Sudikno Mertokusumo
16
 adalah surat yang 
diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang 
menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak 
semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sedangkan menurut A. 
Pitlo akta adalah surat-surat yang ditanda tangani dan dibuat untuk 
dipakai sebagai bukti yang bisa digunakan oleh seseorang untuk 
keperluan pembuat surat.
17
 
       Dari beberapa definisi tersebut, maka sangat jelas jika tidak 
semua surat itu disebut dengan akta. Melainkan surat-surat tertentu 
yang sudah memenuhi syarat-syarat yang bisa disebut dengan akta. 
Adapun syarat-syarat tersebut adalah: 
a. Surat itu harus ditandatangani. 
       Pada pasal 1869 KUH Perdata telah diatur bahwa ‚suatu akta 
karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termasuk 
diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat 
diberlakukan sebagai akta autentik. Namun demikian mempunyai 
kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditanda tangani oleh 
pihak‛.  
                                                          
16
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Yogtakarta: Liberty, 2002), 106.  
17
 A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, terjamahan M.Isa Arif  (Jakarta: PT Intermasa,1978), 52. 
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       Dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa suatu surat untuk dapat 
disebut menjadi akta haruslah ditandatangani, dan jika 
ditandatangani oleh yang membuatnya maka surat tersebut 
bukanlah akta. Akta haruslah ditandatangai oleh pejabat yang 
berwenang, dan sebuah tanda tangan jelas memiliki ciri sendiri 
dari setiap orangnya dan tidak mungkin sama dengan orang lain.  
b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal 
atau perikatan. 
       Sesuai dengan kegunaannya suatu akta adalah sebagai alat 
pembuktian demi kepastian hukum setiap orang yang 
bersangkutan dengan akta tersebut. Maka jelas harus berisikan 
suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan 
sepeti memuat tentang dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika 
surat tidak memuat dasar dari suatu hak atau perikatan, maka 
surat tersebut tidak bisa disebut dengan akta. 
c. Surat itu diturunkan sebagai alat bukti 
       Surat dapat disebut sebagai akta jika surat tersebut dibuat 
untuk dijadikan alat bukti. Karena tidak semua surat yang dibuat 
digunakan untuk alat bukti. Jika surat yang dibuat untuk dijadikan 
sebagai alat bukti tersebut walaupun hanya sehelai tetapi dapat 
menimbulkan keraguan.
18
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 Ibid., 53.  
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       Akta kelahiran dicatat dan disimpan dikantor catatan sipil dan 
kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri 
seorang anak, tentang kepastian hukum anak itu sendiri. untuk 
pelaporan kelahiran, diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 
2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependuduakan pasal 27 yang berisi bahwa : 
a. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi 
pelasana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 
kelahiran. 
b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan 
menerbitkan akta kelahiran. 
       Dari penjelasan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan Pasal 27 akta kelahiran memiliki 
manfaat yang begitu besar karena dapat kita lihat hampir setiap 
urusan kita membutuhkan akta kelahiran. Namun tidak jarang 
masyarakat diluar sana yang enggan mengurusnya secara cepat. 
Mereka sering menunda mengurusnya karena berbagai macam alasan. 
Padahal idealnya pembuatan akta kelahiran itu dilakukan dalam 
kurun waktu paling lambat 60 hari sejak hari pertama persalinan.
19
 
Maka seharusnya setiap kelahiran haruslah dilaporkan dengan cepat 
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 Lihat Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27.  
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sehingga mendukung upaya pemerintah untuk pencatatan 
kependudukan secara akurat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
20
 
       Akta kelahiran pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat 
jenis
21
 yaitu: 
a. Akta kelahiran umum 
       Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan 
berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu 
yang ditentukan oleh perundang-undangan, yaitu 60 hari kerja 
sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan 
Eropa hanya selama 10 hari kerja. 
b. Akta kelahiran istimewa 
        Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang 
diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan 
setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan 
peraturan perundang-undangan. Adapun batasan waktu yang 
dilampaui adalah 60 hari kerja. 
c. Akta kelahiran luar biasa 
       Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang 
diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada zaman revolusi antara 
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 Endang Kusumawati, wawancara, surabaya 27 Mei 2019 
21
 Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 
2001), 42-43.  
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1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran 
tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat. 
d. Akta kelahiran tambahan 
        Akta kelahiran tambahan adalah akta kelahiran yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang 
lahir pada tanggal 1 Januari 1967 sampai dengan 31 Maret 1983, 
yang tunduk pada Stb.1920 No.751 jo.1927 No.564 dan Stb.1933 
No. 75 jo. 1936 No. 607.  
       Adapun fungsi dari Kantor Catatan Sipil mengeluarkan Akta 
Kelahiran adalah: 
a. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya 
secara sah di depan hukum, karena didalam akta disebutkan nama 
bapak dan ibu dari anak tersebut. 
b. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak 
yang dilahirkan dan diakui oleh negara. Dengan adanyanya akta 
kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan 
perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas 
pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak 
atas perlindungan sosial.  
       Dalam proses pembangunan nasional akta kelahiran juga 
memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memberikan 
manfaat bagi individu dan pemerintah adapun manfaat tersebut yaitu: 
a. Pribadi/individu: 
46 
 
 
1. Menentukan status hukum seseorang. 
2. Merupakan alat bukti yang paling kuat dimuka dan hadapan 
hakim. 
3. Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.  
b. Pemerintah: 
1. Meningkatkan tertib administrasi Negara 
2. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan. 
3. Pengawasan dan pengendalian. 
       Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-
akta yang didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil dapat 
mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tidak dapat dibantah 
oleh pihak ketiga. Karena akta yang dibuat oleh Lembaga Catatan 
Sipil bersifat mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. 
 
2. Prosedur Pencatatan Kelahiran 
       Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pemohon dalam 
pengurusan akta kelahiran adalah
22
: 
a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 
b. Akta nikah/ kutipan akta perkawinan; 
c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; 
d. KTP-el orang tua/ wali/ pelapor; atau 
e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing. 
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 Lihat Pasal 3 Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan 
Kepemilikan Akta Kelahiran 
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      Bagi anak yang tidak diketahui asal usul atau keberadaan orang 
tuanya maka dilakukan dengan: 
a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; 
atau 
b. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang 
ditandatangani oleh wali/ penanggung jawab. 
       Pencatatan kelahiran bagi WNI yang bertempat tinggal diluar 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang 
berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan
23
: 
a. Surat keterangan kelahiran 
b. Buku nikah/kutipan akata perkawinan atau bukti nikah/ 
perkawinan lainnya; dan 
c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen 
Perjalanan orang tua; atau 
d. Surat pindah luar negeri.  
       Namun, apabila dalam hal persyaratan berupa surat keterangan 
lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi, maka 
pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Dan jika 
dalam hal persyaratan berupa akta kelahiran tidak terpenuhi, maka 
pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami 
isteri. SPTJM yang dimaksud dalam hal ini adalah Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh orang tua 
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 Lihat Pasal 33 ayat (4) Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.  
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kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran 
data yang diberikan dengan di tandatangani oleh 2 orang saksi.  
 
3. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran 
       Dasar hukum dalam Perundang-Undangan untuk melakukan 
pencatatan kelahiran ini adalah
24
: 
a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
b. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan.  
c. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2007 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan. 
e. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. 
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 Tentang 
Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil . 
g. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.  
                                                          
24
 Lihat Lampiran II A, Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Surabaya, tentang Standart Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. 
2018.  
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h. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 14 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. 
j. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan 
Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.  
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BAB III 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 
TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN 
AKTA KELAHIRAN  
 
A. Latar Belakang Pembentukan Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang 
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.  
       Pelayanan pencatatan sipil merupakan pelayanan dasar yang harus 
diberikan oleh negara yang saat ini diprioritaskan pada pemberian akta 
kelahiran. Akta kelahiran merupakan isu asasi karena menyangkut identitas 
seseorang. Semakin tidak jelas identitas seorang anak maka semakin 
menimbulkan eksploitasi kekerasan dan manipulasi terhadap anak. 
Percepatan kepemilikan akta kelahiran diharapkan dapat mencegah hal-hal 
tersebut.  
       Kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak yang lahir merupakan salah 
satu program prioritas yang digencarkan Kementerian Dalam Negeri melalui 
Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada bulan Agustus 
2015, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran
1
 bagi semua 
gubernur dan bupati/walikota yang menekankan bahwa RPJM (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah) telah menetapkan sasaran dan 
mengidentifikasi dua prioritas bagi pejabat pencatatan sipil yaitu:  
1. Perlu adanya fokus pada penerbitan akta kelahiran dalam waktu 60 hari 
sejak kelahiran bayi. 
                                                          
1
 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:472.11/4954/SJ.  
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2. Data dari seluruh akta kelahiran yang catatannya masih tersimpan dalam 
buku register dalam bentuk fisik harus didata dan dimasukkan dalam 
basis data administrasi kependudukan milik Kemendagri (yang dikenal 
dengan SIAK) untuk memastikan agar Indonesia memiliki data yang 
lebih mutakhir tentang anak yang memiliki dan tidak memiliki akta 
kelahiran. 
       Menteri Dalam Negeri juga meminta data tentang berapa banyak anak 
yang sudah masuk dalam basis data administrasi kependudukan yang sudah 
memiliki akta kelahiran. Sehingga pada tanggal 24 Februari 2016, Bapak 
Menteri Dalam Negeri telah menandatangi Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan 
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. 
       Permendagri itu merupakan bentuk kewajiban negara pada masyarakat. 
Sebagai pelayan masyarakat tugas Kemendagri dan jajaran pemerintah 
daerah (pemda) adalah menjemput bola dan mengumpulkan data penduduk 
di tahan air. Termasuk, memberi perlindungan dan pengakuan terhadap 
status hukum anak yang baru lahir.
2
 
       Dengan adanya Permendagri No. 9 Tahun 2016, aparatur Dukcapil 
dipusat maupun daerah harus semakin dekat dengan masyarakat. 
Kemendagri berencana akan menasionalkan sistem online, dimana semua 
                                                          
2
 Pencatatan Kelahiran bagi Seluruh warga Indonesia: Arah dan Strategi Kerjasama, diakses pada 
tanggal 2 Juli 2019 pukul 20.00, 5. 
52 
 
 
data yang akan diurus nantinya dipindai dan diunggah ke situs yang 
disiapkan Kemendagri.
3
 
       Dalam Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa nama orang tua anak 
(apabila diketahui) hendaknya dimasukkan dalam akta kelahiran. Konvensi 
ini menyebutkan bahwa Indonesia yang merupakan Negara pihak dalam 
konvensi ini, hendaknya melakukan segala upaya untuk memastikan agar 
anak tidak mengalami diskriminasi berdasarkan status orang tuanya, 
termasuk status pernikahan orang tua. Sesuai dengan pasal 7 Konvensi Hak 
Anak yang mencakup nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, 
dan nama (satu atau dua) orang tua, bila diketahui. UUD 1945 dalam pasal 
28 B ayat (2) juga melarang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, 
termasuk berdasarkan status pernikahan seseorang atau orang tuanya yang 
menyebutkan bahwa ‚Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi‛. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana agar format akta 
kelahiran yang tersedia tidak bersifat diskriminatif, sekaligus mencantumkan 
keterangan yang berlaku sama bagi seluruh anak Indonesia.
4
 
       Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 
2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran 
ini berarti bahwa nama kedua orang tua akan dicantumkan dalam akta 
kelahiran apabila orang tua menandatangani Surat Pernyataan Tanggung 
                                                          
3
 Ibid., 5. 
4
 Alexandra Aryani Renata, ‚Tinjauan Yuridis Pencantuman nama orang tua dalam akta 
Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan‛ (Jurnal--Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017). 
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Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa pernikahan orang tua masih belum 
tercatat. Selain itu terdapat ketentuan yang mengklarifikasi persyaratan 
pemerolehan akta kelahiran bagi anak yang asal usul orang tuanya tidak 
diketahui (Pasal 3 ayat 2) dan untuk memproses permohonan akta kelahiran 
secara online dan memperoleh akta kelahiran melalui email (Pasal 8).
5
 
       Bentuk pelaksanaan pencatatan kelahiran online di Indonesia ialah 
sebagai berikut
6
: 
1. Menjadikan proses pencatatan kelahiran lebih ringkas dan mampu 
menyelesaikan tiga fungsi sekaligus (3 in 1) yaitu: 
       Formulir pencatatan kelahiran (F2.01) diisi dan diserahkan secara 
manual atau elektronik. NIK dan Nomor akta nikah dimasukkan dalam 
formulir yang diserahkan, kemudian aplikasi SIAK mengeluarkan nomor 
identitas unik yaitu Nomor Induk Kependudukan untuk anak, sehingga 
terjadilah 3 macam pencatatan yaitu pencatatan kelahiran dan 
pemberian akta kelahiran, pembaruann Kartu Keluarga yang 
mencantumkan detail bayi yang baru lahir, dan pendaftaran untuk 
mendapatkan Kartu identitas Anak dan  pemberian  Kartu Identitas 
Anak.  
2. Menjadikan proses lebih ringkas dengan memasukkan informasi bukti 
dokumen pendukung dalam formulir pengajuan. 
                                                          
5
 Ibid.,15. 
6
 Ibid.,19. 
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       Pasal 28 Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan 
peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran menyatakan bahwa 
proses kepengurusan akta kelahiran baik secara manual maupun online, 
sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sama. Seluruh data yang 
tercantum dalam permohonan akta kelahiran online menjadi tanggung 
jawab pihak pemohon. Bila pemohon memberikan informasi yang tidak 
benar, akat kelahiran yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak sah. Hal 
ini menjadi bentuk pengalihan tanggung jawab secara besar-besaran 
terkait dengan keabsahan informasi yang terdapat dipermohonan akta 
kelahiran. 
       Akibat logis dari penerapan pasal 28 ialah bahwa dalam proses 
permohonan akta kelahiran manual maupun online, acuan pada dokumen 
pendukung dapat dilihat pada keterangan yang dimasukkan dalam 
formulir permohonan dan tidak harus disertakan/dilampirkan secara 
fisik.  
3. Memberdayakan warga agar dapat mengajukan permohonannya melalui 
portal swalayan yang bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. 
       Apabila dalam pembuatan akta kelahiran dengan proses online 
seperti yang terdapat dalam pasal 8 Permendagri No. 9 Tahun 2016 
maka hal ini berpotensi mengatasi kendala biaya dan jarak yang 
mengakibatkan banyak keluarga tidak mengurus akta kelahiran untuk 
anaknya. Akan tetapi potensi ini baru akan terwujud apabila pasal 28 
Permendagri dimanfaatkan sepenuhnya, yaitu bahwa beban untuk 
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menjamin kebenaran informasi yang disampaikan dalam permohonan 
akta kelahiran akan ditanggung oleh pihak pemohon.  
4. Memperluas jangkauan SIAK melalui penggunaan aplikasi yang 
memungkinkan pencatatan yang dilakukan mengatasnamakan warga.   
       Aplikasi ini memungkinkan berbagai fasilitator/pendamping 
masyarakat membantu warga dalam memperoleh akta kelahiran bagi 
lebih dari satu orang anak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh tenaga 
kesehatan, pendamping pada program perlindungan sosial yang 
membantu keluarga, sekolah, oraganisasi masyarakat sipil dan klinik 
bantuan hukum di perguruan tinggi yang bekerjasama dengan pihak 
pengadilan.  
 
B. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pasal 4 ayat 2 
Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan 
Kepemilikan Akta Kelahiran. 
       Pentingnya akta kelahiran sebagai bukti identitas dan bukti 
kewarganegaraan setiap orang, maka pemerintah mewajibkan semua 
penduduk Indonesia harus memiliki akta kelahiran. Hal ini diatur dalam 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 
Penduduk harus pro aktif mencatatkan kelahirannya agar bisa memiliki akta 
kelahiran yang terdapat dalam Pasal 3, 4, 27 ayat (1), 29 ayat 1 dan 4, 30 
ayat 1 dan 6, 32 ayat 1 dan 2, 90 ayat 1 dan 2 serta penjelasan umum UU No 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal-pasal tersebut 
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mengatur keharusan setiap warga negara melaporkan kelahirannya sampai 
sanksi denda bagi yang melanggar.
7
 
       Namun hingga saat ini, masih sangat banyak penduduk yang belum 
memiliki akta kelahiran, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran 
penduduk untuk mengurus akta kelahiran, juga karena masih banyak 
penduduk yang kesulitan mengakses pelayanan publik administrasi 
kependudukan ini. Penduduk masih kesulitan dalam jarak, biaya dan waktu 
dari tempat domisili ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan.  
       Kesulitan penduduk dalam mengakses pelayanan publik ini segera 
disadari dan dicoba diatasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah. Sehingga, pemerintah banyak melakukan inovasi-inovasi untuk 
mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan publik dibidang 
Administrasi Kependudukan.
8
 
       Inovasi pelayanan masyarakat juga dapat dengan menerbitkan aturan-
aturan yang mampu mempermudah administrasi persyaratan pengurusan 
akta kelahiran. Sepertihalnya di bidang peraturan, pemerintah pusat telah 
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Didalam 
Permendagri inilah disebut dan diatur mengenai SPTJM.
9
 
       Selama ini, dalam pengurusan akta kelahiran penduduk sering merasa 
kesulitan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh 
                                                          
7
 Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 
8
 Swandy Sihotang, SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Institut 
Kewarganegaraan Indonesia, 2016,  https://www.iki.or.id, diakses pada 23 Juni 2019.  
9
 Ibid., 
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pemerintah seperti persyaratan surat keterangan lahir dari 
Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran. Apalagi bagi mereka yang mengalami 
keterlambatan dalam pengurusan akta kelahiran. Sebagian besar surat 
keterangan lahir tersebut dulu sewaktu lahir tidak ada, atau tidak disimpan 
dengan baik oleh orang tuanya. Apabila tidak memiliki surat keterangan 
lahir, maka tentu saja persyaratan menjadi tidak lengkap, sehingga tidak bisa 
mengurus akta kelahiran. Itulah sebabnya pemerintah menerbitkan SPTJM 
sebagai solusinya.
10
  
       Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran disebutkan 
bahwa SPTJM itu ada 2 macam, yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak Kebenaran Data Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri.  
Pasal 1 ayat 18 disebutkan bahwa: 
‚Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data kelahiran yang 
selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran data kelahiran adalah 
pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan 
tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan 
diketahui 2 (dua) orang saksi‛. 
 
Pasal 1 ayat 19 disebutkan pula bahwa: 
‚Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan 
suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua 
kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan 
perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi‛. 
 
Pasal 1 ayat 20 yaitu:  
‚Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang 
melihat atau mengetahui penandatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak‛. 
 
                                                          
10
 Ibid.,  
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       Sebelum membahas tentang penggunaan SPTJM tersebut, penulis akan 
memaparkan persyaratan pencatatan kelahiran sesuai dengan Pemendagri 
No. 9 Tahun 2016 yaitu : 
Pasal 3  
1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
huruf a dengan memenuhi syarat berupa: 
a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran. 
b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan 
c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga 
d. KTP-el orang tua/wali/pelapor 
e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing. 
2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau 
keberadaan orang tuanya dilakukan dengan: 
a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian, atau 
b. Menggunakan SPTJM Kebenaran data kelahiran yang 
ditandatangani oleh wali/penanggungjawab. 
Pasal 4 
1) Dalam hal persyaratan berupa  surat keterangan lahir dari 
dokter/bidan/penolong kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 
3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi pemohon melampirkan SPTJM 
kebenran data Kelahiran. 
2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) hufuf b tidak terpenuhi, 
pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami 
isteri. 
3) SPTJM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.  
 
       Pada dasarnya penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 
Kebenaran data kelahiran adalah sebagai pengganti apabila dalam suatu 
proses kelahiran seorang anak akan tetapi tidak memiliki surat keterangan 
lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran. Untuk itu pemerintah telah 
memberikan inovasi untuk memudahkan para warga yang ingin membuat 
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akta kelahiran namun tidak memiliki surat keterangan dari dokter ataupun 
bidan dengan adanya SPTJM kebenaran data.  
       Dalam hal ini penulis juga melakukan penguatan data dari penggunaan 
SPTJM di Dispendukcapil Kota Surabaya. Dari data sekunder yang penulis 
dapatkan, kebijakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Surabaya tentang Penggunaan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran ini 
hanya untuk pembuatan akta kelahiran orang dewasa, dan tidak 
diperbolehkan menggunakan SPTJM Kebenaran Data ini untuk anak yang 
baru lahir.  
       Setiap anak yang baru lahir wajib melampirkan Surat 
Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran yang asli, adapun yang masih melahirkan 
di penolong kelahiran (dukun), maka penolong kelahiran tersebut harus 
membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa penolong kelahiran 
tersebut yang membantu proses kelahiran anak tersebut dan diperkuat 
dengan tanda tangan  bermaterai 6000 dan stampel RT, RW, dan kelurahan 
setempat. Karena pada zaman yang sudah modern ini pasti sudah jarang 
masyarakat yang melahirkan menggunakan jasa penolong kelahiran, dan 
untuk menghindari penipuan data maka pihak Dispendukcapil Kota 
Surabaya meminta agar pemohon membuat surat pernyataan tersebut untuk 
menguatkan data yang diterima dari keterangan penolong kelahiran.
11
 
       Jika ada kasus seperti yang penulis jelaskan diatas, maka pembuatan 
akta kelahiran biasanya tidak bisa melalui online di kelurahan ataupun di 
                                                          
11
 Endang Kusumawati, Wawancara, Surabaya, 27 Mei 2019 
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kecamatan, dikarenakan adanya masalah data yang kurang memenuhi dalam 
persyaratan pembuatan akta kelahiran. Tetapi bisa dilakukan secara manual 
di Dispendukcapil Kota Surabaya. 
       Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran 
Sebagai Pasangan Suami Isteri adalah sebagai pengganti apabila pasangan 
suami isteri tersebut tidak memiliki akta nikah/ kutipan akta nikah orang tua 
dalam proses pembuatan Akta Kelahiran. Dalam Prakteknya penggunaan 
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan 
suami isteri ini adalah dapat digunakan oleh orang dewasa yang baru 
membuat akta kelahiran. Namun, persyaratan pembuatan akta kelahiran 
berupa kutipan akta nikah dari orang tua pemohon tidak bisa menunjukkan 
akta nikah tersebut dan sudah dicari tidak ada bahkan sudah tidak ditemukan 
lagi akta nikah dari kedua orang tuanya. Namun status hubungan dalam 
keluarga pada KK menunjukkan status hubungan sebagai pasangan suami 
isteri.
12
  
       Pada dasarnya menurut data yang penulis dapatkan, sebenarnya 
penggantian syarat pembuatan akta kelahiran berupa akta nikah dengan 
SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri bukanlah solusi yang tepat, 
pemohon sebaiknya jika tidak bisa melampirkan buku nikah/akta perkawinan 
dari orang tua, seharusnya orang tua melakukan isbat nikah (jika orang tua 
masih hidup) dan isbat asal-usul anak (jika orang tua sudah mati) isbat ini di 
lakukan di Pengadilan Agama. Namun karena masyarakat tidak mau 
                                                          
12
 Ibid., 
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bersusah payah dengan menjalani sidang di Pengadilan karena alasan 
prosedur yang ribet dan biaya, maka SPTJM kebenaran sebagai pasangan 
suami isteri ini yang digunakan untuk menggantikan akta nikah.
13
 
       Penggunaan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami istri ini hanya 
boleh digunakan oleh orang dewasa yang belum mempunyai Akta Kelahiran 
dan surat nikah orang tua kandung sudah tidak ada dan tidak ditemukan lagi.  
Namun data dalam KK nama orang tua sudah tertera dengan jelas. Adapun 
terdapat orang dewasa yang data kependudukannya belum masuk kedalam 
KK, maka ada batasan 10 tahun, namun ia harus melakukan sidik jari  
terlebih dahulu karena dikhawatirkan berkependudukan ganda. Jika sudah 
masuk kedalam KK barulah bisa membuat akta kelahiran sesuai dengan 
prosedur yang sudah ditentukan.
14
 
       SPTJM kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri ini tidak bisa 
digunakan untuk anak yang baru lahir karena anak yang baru lahir pasti tidak 
tercantum dalam KK. Adapun prosedur pembuatan Akta Kelahiran anak 
yang menggunakan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri 
sebagai pengganti Akta Nikah tidak jauh berbeda dengan persyaratan 
pembuatan akta kelahiran seperti pada umumnya
15
 yaitu: 
1. Formulir pendaftaran Akta Kelahiran. 
2. Surat kelahiran penolong kelahiran (asli),/SPTJM Kebenaran Data 
Kelahiran /BAP Kepolisian.  
                                                          
13
 Sukadi, Wawancara, Surabaya,12 juni 2019 
14
 Misrini, Wawancara, Surabaya, 13 juni 2019. 
15
 Ibid., 
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3. Foto copy legalisir Akta Nikah/SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan 
Suami Isteri/Surat Pernyataan dari Seorang Ibu/Surat Pernyataan 
Kesanggupan Pengasuhan (anak terlantar).  
4. Foto copy KTP dan KK Pemohon. 
5. Foto copy KTP 2 orang saksi. 
6. Bukti Pembayaran Denda Administrasi Keterlambatan Pelaporan lebih 
dari 60 hari kerja sejak kelahiran sebesar Rp.100.000.00/ Surat 
Keterangan Miskin.  
       Jika semua persyaratan telah terpenuhi dan tidak ada permasalahan 
dalam data di setiap persyaratannya maka pembuatan Akta Kelahiran bisa 
dilakukan secara Online di Kelurahan ataupun di Kecamatan, namun jika 
terdapat kesalahan data contohnya adalah kesalahan penulisan nama dalam 
Kartu Keluarga yang tidak fatal (kata ‚achmad‛ menjadi ‚ahmad‛), maka 
pembuatan Akta Kelahiran hanya bisa dilakukan dengan proses manual 
karena jika online akan ditolak sistem secara otomatis dan untuk 
pembenahan data yang salah harus terdapat dasar acuan untuk penggantian 
data tersebut seperti adanya buku nikah ataupun ijazah. Jika tidak ada acuan 
untuk mengubah data tersebut dispendukcapil tidak bisa melakukan 
pembenahan nama ketika dalam proses pembuatan akta kelahiran. Setelah 
terdaftar, berkas di entri oleh staff yang bertugas di dispendukcapil, setelah 
selesai akta di cetak dan dikirim ke tempat tujuan masing-masing. Dari 
proses pendaftaran biasanya menunggu 7 hari kerja untuk pengambilan akta 
kelahiran. 
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       Pengambilan pembuatan Akta Kelahiran secara manual dapat diambil di 
kantor kecamatan, dan pengambilan pembuatan Akta Kelahiran secara 
online dapat diambil di kantor kelurahan. Pembuatan akta kelahiran baik 
secara online ataupun manual dalam hal persyaratannya sama saja yang 
membedakan hanyalah kecepatan aksesnya.  
       Adapun formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran yang proses 
pembuatannya menggunakan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami 
istri sebagai pengganti akta nikah
16
 adalah: 
a. Nomor Kendali 
b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi/anak 
c. Status Kewarganegaraan 
d. Nomor Akta Kelahiran 
e. Tempat Kelahiran 
f. Tanggal, bulan kelahiran 
g. Tahun kelahiran 
h. Nama anak 
i. Nama ibu kandung dan ayah kandung, (dengan menambahkan frasa 
‚yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-
undangan‛ apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah tetapi 
status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan 
perkawinan sebagai suami isteri). Hanya nama ibu kandung (apabila 
tidak memiliki akta perkawinan/atau akta nikah dan status hubungan 
dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan 
perkawinan sebagai pasangan suami isteri).  
j. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta kelahiran 
k. Nomenklatur Instansi pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan 
l. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan kutipan akta 
kelahiran.  
       Sehingga dalam pembuatan akta kelahiran anak yang orang tuanya tidak 
memiliki akta perkawinan/akta nikah yang dalam KK status hubungannya 
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 Lihat Lampiran Permendagri No.9 Tahun 2016.  
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menunjukkan sebagai pasangan suami istri maka dalam kutipan akta 
kelahirannya dapat disebutkan nama kandung ayah dan ibu anak tersebut 
namun dengan penambahan frasa ‚yang perkawinannya belum tercatat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan‛. Namun jika dalam KK status 
Hubungannya tidak menunjukkan sebagai pasangan suami isteri maka dalam 
kutipan akta kelahiran hanya ditulis nama ibu kandung.  
       Meskipun demikian, penambahan penulisan nama ayah dalam akta 
kelahiran yang menggunakan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami 
isteri tidak dapat merubah nasab seorang anak kepada ayahnya. Nasab anak 
tersebut sama halnya dengan nasab anak seorang ibu, yang membedakan 
hanyalah terdapat penulisan nama ayah kandung berdasarkan KK. Hal 
tersebut dikarenakan pemohon tidak dapat melampirkan akta nikah/kutipan 
akta perkawinan kedua orang tuanya.
17
 
       SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini dapat digunakan 
oleh siapa saja (kecuali bayi yang baru lahir) tanpa membedakan agama yang 
dianut oleh masyarakat, dengan syarat data dalam KK sudah menunjukkan 
status sebagai pasangan suami isteri.  
       SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini bisa didapatkan di 
semua instansi dimana bisa melakukan pembuatan Akta Kelahiran seperti di 
kelurahan, kecamatan, ataupun di Dispendukcapil. Dengan adanya SPTJM 
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 Yane, Wawancara, Surabaya 19 juni 2019. 
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kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini mempermudah masyarakat 
dalam memenuhi persyaratan dalam pembuatan Akta Kelahiran.  
       Perlu diketahui jenis-jenis akta kelahiran yang di keluarkan oleh 
dispendukcapil Kota Surabaya ada 2 yaitu akta kelahiran pokok dan akta 
kelahiran tambahan. Akta kelahiran pokok adalah akta kelahiran yang 
dikeluarkan tidak melebihi 60 hari kerja setelah proses persalinan. 
Sedangkan akta kelahiran tambahan adalah akta kelahiran yang dikeluarkan 
setelah 60 hari kerja setelah pesalinan. Pembuatan Akta Kelahiran yang 
melebihi dari 60 hari  kerja setelah persalinan dikenakan denda administratif 
keterlambatan pelaporan sebanyak Rp. 100.000.00 dan dibayarkan di bank 
jatim.  
C. Dasar Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 
       Dasar hukum dalam penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak ini adalah: 
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. 
       Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 pengertian SPTJM  terdapat 
dalam pasal 1 ayat (17) dan pasal 1 ayat (18). Kemudian tentang 
ketentuan dalam penggunaan  SPTJM Kebenaran data Kelahiran terdapat 
dalam pasal 4 ayat (1). Adapun penggunaan  SPTJM Kebenaran sebagai 
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pasangan suami isteri terdapat dalam pasal 4 ayat (2) dan  dalam pasal 5 
ayat (1) dan ayat (2).
18
 
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.  
       Dalam peraturan ini tidak begitu terperinci untuk menjelaskan 
penggunaan SPTJM seperti dalam Permendagri No.9 Tahun 2016, 
penggunaan SPTJM  terdapat dalam pasal 34 yang menyebutkan bahwa:  
Penduduk yang dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 orang saksi dalam 
hal: a). Tidak memiliki surat keterangan kelahiran;dan/atau b). Tidak 
memiliki buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti yang lain yang 
sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami 
isteri.
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18
 Lihat Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan 
Akta Kelahiran. 
19
 Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
 67 
 
BAB IV 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK SEBAGAI PENGGANTI AKTA NIKAH 
DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN 
 
A. Analisis  Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 
Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. 
        Menurut data yang telah dipaparkan oleh penulis, penggunaan surat 
pernyataan tanggung jawab multak kebenaran sebagai pasangan suami isteri 
sesuai dengan latar belakang adanya Pemendagri No. 9 Tahun 2016 bahwa 
adanya peraturan ini adalah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan 
status orang tuanya, termasuk dalam hal status pernikahan orang tuanya 
selama nama orang tua diketahui. Dalam permendagri ini SPTJM dapat 
digunakan untuk menggantikan akta nikah dalam persyaratan pembuatan 
akta kelahiran dengan syarat anak yang akan membuat akta kelahiran sudah 
tercantum dalam KK, dan status pernikahan dalam KK menunjukkan sebagai 
pasangan suami isteri. 
       Menurut data sekunder dari hasil wawancara penulis, penggunaan surat 
pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri 
ini yang di terapkan di Dispendukcapil Kota Surabaya boleh digunakan oleh 
semua masyarakat tanpa membeda-bedakan agama yang dianut oleh setiap 
orang. Namun, lebih sering digunakan oleh orang dewasa yang hendak 
membuat akta kelahiran. Pemohon yang akan membuat akta kelahiran, 
kebayakan dari mereka sudah tidak menyimpan buku nikah/kutiapan akta 
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nikah orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya sudah mati, 
sehingga tidak mengetahui arsip dari buku nikah/kutipan akta nikah kedua 
orang tuanya. Ada pula, ketika ada surat nikah namun setelah di konfirmasi 
tentang keabsahannya di KUA/CAPIL tidak ditemukan keberadaannya, 
sehingga akta nikah orang tua tersebut tidak sah. Maka boleh menggunakan 
surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai suami isteri 
dalam melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran. 
       Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 
2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 
Kelahiran pada pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa ‚dalam hal 
persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi pemohon 
melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri‛. Untuk itu 
sangat jelas diperbolehkan dalam persyaratan pembuatan akta kelahiran 
tanpa melampirkan akta nikah/akta perkawinan. 
       Jadi penulis bisa menyimpulkan bahwa penggunaan surat pernyataan 
tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri sebagai 
pengganti akta nikah disini adalah sebagai inovasi upaya percepatan  dalam 
proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta 
kelahiran orang dewasa yang status hubungan orang tua pada KK 
menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai pasangan suami isteri. 
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B. Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri Sebagai Pengganti Akta 
Nikah Dalam Undang-Undang Pencatatan Perkawinan. 
       Dari data yang sudah peneliti jelaskan, kita dapat mengetahui 
bahwasannya penggunaan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri 
dapat digunakan untuk menggantikan akta perkawinan/ buku nikah sebagai 
salah satu persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran sebagaimana yang 
diatur dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2, yang 
menyatakan bahwa SPTJM bisa digunakan apabila data dalam KK 
menunjukkan hubungan sebagai pasangan suami isteri tetapi pemohon tidak 
dapat melampirkan buku nikah/akta perkawinan dari orang tua pemohon. 
       Namun dalam Undang-Undang lain dijelaskan bahwasannya akta 
perkawinan itu sangatlah penting sehingga dengan adanya penggantian akta 
nikah menjadi SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri tersebut 
sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 
1974 pada pasal 2 ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sehingga, Semua perkawinan 
harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Dari hasil pencatatan 
tersebut pasangan suami isteri akan mendapatkan akta nikah/akta 
perkawinan.  
       Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut hukum agama Islam, 
pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang 
beragama selain islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.  
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      Apabila sebuah perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut 
dianggap tidak sah dimata negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir 
dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan dianggap sebagai anak tidak sah 
(Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan 
perdata dengan ayahnya tidak ada. Selain itu akibat yang lebih jauh dari 
perkawinan yang tidak dicatat ini adalah, isteri dan anak-anak yang 
dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah dan 
warisan dari ayahnya.  
      Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 
februari 2012 dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa 
pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 apabila dimaknai dengan menghilangkan hubungan anak 
tersebut dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan atau alat bukti lain maka dapat mempunyai hubungan 
keperdataan dengan ayahnya. Untuk itu masyarakat perlu menyadari bahwa 
pencatatan perkawinan sangatlah penting, terutama untuk mendapatkan hak-
hak seperti warisan dan nafkah bagi anak-anak.  
      Hal ini juga diperkuat dengan adanya pasal 5 ayat (1) KHI yang 
menyebutkan bahwa ‚agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat 
Islam setiap perkawinan harus dicatat‛. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Menteri Agama No.19 Tahun 2018 menyebutkan bahwa ‚perkawinan antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam wajib dicatat 
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dalam Akta Perkawinan‛. Dari pasal-pasal yang telah disebutkan 
menyatakan bahwa akta perkawinan sangatlah penting dan setiap orang yang 
menikah harus memiliki akta nikah.  
       Akta nikah/akta perkawinan ini digunakan sebagai salah satu syarat 
dalam pembuatan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah suatu akta autentik 
yang menunjukkan identitas diri seseorang, yang membedakan antara satu 
orang dengan yang lainnya. Data dalam akta kelahiran memuat nama, 
tempat dan tanggal kelahiran, dan juga nama orang tua yaitu ibu dan bapak 
dari anak tersebut, sehingga akta kelahiran memiliki arti dan kekuatan yang 
membuktikan adanya hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tua.  
       Jika tanpa akta nikah dapat membuat akta kelahiran anak, dan nama dari 
kedua orang tua tercantum dalam akta kelahiran, maka seakan-akan tidak 
perlu adanya pencatatan perkawinan, terlebih dengan adanya surat penyataan 
tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri yang dapat 
menggantikan akta nikah/akta perkawinan.  
       Namun dari data sekunder yang peneliti dapatkan di lapangan, 
pembuatan akta kelahiran tetap bisa dilakukan tanpa adanya akta nikah. Hal 
ini disebabkan bahwasannya mayoritas masyarakat yang membuat akta 
kelahiran tersebut adalah orang dewasa, dan masyarakat tidak bisa 
melampirkan akta nikah dari orang tuanya dikarenakan kebanyakan orang 
tua sudah mati, sehingga arsip dari akta pernikahan orang tua tersebut sudah 
hilang, sehingga akta nikah diganti menggunakan SPTJM kebenaran sebagai 
pasangan suami isteri. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini 
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dapat digunakan apabila status hubungan dalam KK sudah menunjukkan 
sebagai pasangan suami isteri.  
       Hasil dari pembuatan akta kelahiran yang menggunakan akta pernikahan 
akan berbeda dengan yang tidak menggunakan akta perkawinan. Sehingga, 
dari data yang penulis dapatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil 
Kota Surabaya dalam hal pembuatan akta kelahiran yang menggunakan 
SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri atau yang tidak 
melampirkan buku nikah/akta perkawinan orang tua, terdapat penambahan 
frasa dalam akta kelahiran, dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut dibagian 
lampiran pada poin A. Formulasi elemen data dalam register akta kelahiran, 
yang terdapat dalam elemen data pada huruf o yang menyatakan bahwa ada 
penambahan frasa ‚yang  perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan 
perundang-undangan‛ frasa tersebut ada apabila status hubungan pada KK 
menunjukkan sebagai pasangan suami isteri. Dan apabila dalam KK tidak 
menunjukkan sebagai pasangan suami isteri maka anak tersebut dinasabkan 
sebagai anak seorang ibu.  
       Dengan adanya penambahan frasa ‚yang perkawinannya belum tercatat 
sesuai peraturan perundang-undangan‛ dalam akta kelahiran, maka akta 
kelahiran mempunyai kekuatan hukum yang berbeda dengan akta kelahiran 
yang tidak ada frasanya. Dari hasil data sekunder yang penulis dapatkan, 
akta yang terdapat frasa tersebut meskipun nama ibu dan ayah kandung 
tercantum dalam akta kelahiran, anak dan isteri secara hukum tidak dapat 
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menerima nafkah dan warisan dari ayah kandung karena tidak ada hubungan 
keperdataan.  
       Dari penjelasan yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa, 
akta nikah itu harus ada untuk menjamin hak-hak seorang isteri dan anak-
anak yang dilahirkannya. Dan untuk persyaratan dalam pembuatan akta 
kelahiran anak tersebut, sehingga akta nikah dapat menunjukkan hubungan 
hukum antara anak dengan orang tuanya. Namun dari data yang penulis 
dapatkan, pembuatan akta kelahiran dengan tidak melampirkan akta nikah 
sebagai salah satu syarat dalam pembuatan akta kelahiran boleh dilakukan 
apabila pemohon berusia dewasa, yang dalam KK status hubungan orang tua 
sudah menyatakan sebagai pasangan suami isteri. Semua ini sudah sesuai 
dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan 
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.  
       Hal ini dikarenakan acuan dalam pembuatan akta kelahiran bersadarkan 
dengan KK. Adapun penggantian akta nikah dengan SPTJM kebenaran 
sebagai pasangan suami isteri tersebut sudah sesuai dan tidak menyalahi 
aturan dalam hal pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-
undang No.1 tahun 1974, KHI, dan juga PMA 19 Tahun 2018.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penggunaan SPTJM kebenaran pasangan suami isteri sebagai pengganti 
akta nikah dalam salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran adalah 
sebagai inovasi upaya percepatan  dalam proses pembuatan akta 
kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran orang dewasa 
yang status hubungan orang tua pada KK menunjukkan status hubungan 
perkawinan sebagai pasangan suami isteri. Sehingga dari data sekunder 
yang penulis peroleh dari Dispendukcapil Kota Surabaya ini sudah sesuai 
dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan 
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. 
2. Analisis Yuridis terhadap penggunaan SPTJM kebenaran sebagai 
pasangan suami isteri sebagai pengganti Akta Nikah dalam pembuatan 
Akta kelahiran yang terdapat dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016, 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 
ayat (2), KHI pasal 5 ayat (1), PMA 19 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) hal 
ini dikarenakan ada faktor-faktor yang membolehkan menggunakan 
SPTJM sebagai pengganti akta nikah, Dan untuk hasil dari penggunaan 
SPTJM tersebut terdapat tambahan frasa yaitu ‚yang perkawinannya 
belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan‛. Sehingga secara 
hukum anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandung, 
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walaupun nama ayah tercantum dalam akta kelahiran. Hal ini juga 
berpengaruh dengan nafkah dan juga pembagian harta warisan.  
B. Saran 
       Dengan adanya inovasi pemerintah berupa Pemendagri No. 9 Tahun 
2016 meskipun dalam pembuatan Akta Kelahiran di perbolehkan tidak 
melampirkan Akta nikah dari orang tua dengan alasan tertentu, namun 
sebaiknya masyarakat tetap gencar dalam melakukan pencatatan 
perkawinan, hal tersebut dikarenakan pembuatan akta kelahiran yang tidak 
melampirkan buku nikah/akta perkawinan akan mempengaruhi hubungan 
hukum antara anak dan ayah kandung.  
       Dinas kependudukan dan catatan sipil adalah salah satu instansi 
administrasi yang bertugas untuk pelayanan publik warga Kota Surabaya 
bukan sebagai lembaga hukum. Untuk itu dalam setiap pencatatan yang akan 
masyarakat lakukan di Dispendukcapil untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan dikemudian hari sebaiknya warga berkata sejujurya perihal 
peristiwa yang sedang mereka hadapi. Terlebih dalam pembuatan akta 
kelahiran baik secara online dari kelurahan ataupun kecamatan di kediaman 
masing-masing. Karena untuk pembuatan akta kelahiran yang berada di 
Dispendukcapil hanyalah untuk pembuatan akta yang bermasalah. Hal ini 
dikarenakan akta kelahiran adalah suatu akta autentik yang diakui oleh 
negara yang dapat memberikan hubungan hukum antara orang tua dan anak. 
Sehingga harus dibuat dengan keadaan yang sebenar-benarnya.  
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